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BUPATI MAGETAN

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN

BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : a.` bahwa tarif retribusi jasa umum khususnya Retribusi

Pengujian Kendaraan Bermotor telah diatur dalam

Lampiran VIII Peraturan Daerah Kabupaten Magetan

Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2018, sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 57

Tahun 2017 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian

Kendaraan Bermotor;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah

Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis

Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada

Kementerian Perhubungan serta Surat Edaran Direktur

Jenderal Perhubungan Darat Nomor:

SE.1/AJ.502/DRJD/2019 tentang Perubahan

Penggunaan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor

Berupa Buku Uji, Tanda Uji, Dan Tanda Samping

Kendaraan Bermotor Menjadi Kartu Uji Dan Tanda Uji·

dan Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat. Nomor

AJ.502/10/6/DJPD/2019, maka dipandang perlu

melakukan penyesuaian dengan mengubah besaran tarif

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

SALINAN
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta sebagai

pelaksanaan ketentuan Pasal 118 ayat (5) Peraturan

Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2012 tentang

Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun

2018, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Perubahan Kedua Atas Tarif Retribusi Pengujian

Kendaraan Bermotor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5161);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang

Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5317);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang

Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
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Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5884);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun

2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

1296);

10. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor :

2874/ AJ.402/ DRJD/ 2017 tentang Pedoman Teknis

Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bemotor sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal

Perhubungan Darat Nomor: 2922/ AJ.402/ DRJD/ 2018

tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal

Perhubungan Darat Nomor: 2874/ AJ.402/ DRJD/ 2017

tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala

Kendaraan Bermotor;

11.Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun

2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008

Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);
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12.Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun

2012 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah

Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 1), sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Magetan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang

Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten

Magetan Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Magetan Nomor 83);

13.Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2017

Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan

Bermotor (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017

Nomor 57);

14.Peraturan Bupati Magetan Nomor 5 Tahun 2020 tentang

Penggunaan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor

Berupa Kartu Uji Dan Tanda Uji (Berita Daerah

Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA

ATAS TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN

BERMOTOR.

Pasal 1

Ketentuan besaran tarif Retribusi Pengujian Kendaraan

Bermotor yang tercantum dalam angka 5 kolom 4

Lampiran VIII Peraturan Daerah Kabupaten Magetan

Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum

(Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012

Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2018 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun

2012 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah

Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 83) dan

Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2017 Tentang

Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
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(Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017 Nomor

57), diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Magetan.

Ditetapkan di Magetan

pada tanggal 27 Maret 2020

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan

pada tanggal 27 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

TTD

BAMBANG TRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020 NOMOR 16
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LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 16 TAHUN 2020

TANGGAL : 27 MARET 2020

TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

No
Jenis Kendaraan dan Klasifikasi

Pelayanan
Satuan Tarif

1 2 3 4

1. Kendaraan bermotor dengan JBB

kurang atau sama dengan 3.500 kg

sekali uji Rp 50.000,00

2. Kendaraan bermotor dengan JBB lebih

besar dari 3.500 kg sampai dengan

8.500 kg

sekali uji Rp 55.000,00

3 Kendaraan bermotor dengan JBB lebih

besar dari 8500 kg sampai dengan

15.000 kg

sekali uji Rp 60.000,00

4 Kendaraan bermotor dengan JBB lebih

besar dari 15.000 kg

sekali uji Rp 65.000,00

5 Penggantian tanda bukti lulus uji

untuk uji berkala pertama kali, buku

uji rusak, buku uji penuh, alih fungsi,

dan modifikasi

per buku Rp 25.000,00

6 Kendaraan wajib uji yang melakukan

numpang uji keluar daerah, mutasi

keluar daerah, modifikasi, dan alih

fungsi

sekali uji Rp 30.000,00

BUPATI MAGETAN,
TTD

SUPRAWOTO


